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DAFTAR TABEL

Tabel 1.Tindak Lanjut Rekomendasi FKP Tahun 2024




1.1

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik sebagai
upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil,
transparan, dan akuntabel maka perlu partisipasi pengguna layanan sebagai
bentuk kerjasama dalam pemenuhan hak dan kewajiban sehingga diwadahi
dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk penyusunan kebijakan
terkait pelayanan publik.

Dasar pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di
Lingkungan Unit Penyelenggarar Pelayanan Publik mengamanatkan agar
setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengikutsertakan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Wujud pelibatan masyarakat dapat berupa bentuk kerjasama,
pemenuhan hak dan kewajiban, atau peran aktif dalam penyusunan kebijakan.

Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan wadah bagi penyelenggara
pelayanan publik dan masyarakat untuk berdialog dan bertukar pikiran terkait
kebijakan pelayanan publik, termasuk rancangan, penerapan, dampak, dan
evaluasinya. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan harapan publik dengan
kemampuan penyelenggara, serta meminimalisir dampak negatif kebijakan

terhadap masyarakat.




1.2
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1.4

Tujuan

a.

Memperoleh pemahaman hingga solusi;

Penyelenggara Pelayanan dan Masyarakat periu memperoleh pemahaman
yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait
pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang
ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan
yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Memberi kesempatan kepada masyarakat.

Masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberikan
masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan

yang diterima selaku pengguna layanan

Manfaat

a.

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan

publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik;

b. Memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan

sampai dampak);
Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk

mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan ;

. Publik memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau

sudah ditetapkan oleh penyelenggara layanan;

Publik memperoleh kepastian layanan; dan

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.

Ruang Lingkup

Forum Konsultasi Publik adalah Kegiatan dialog, diskusi pertukaran
opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik
untuk membahas, antara lain : rancangan kebijakan; penerapan kebijakan;
dampak kebijakan; evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan
terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.




1.5

1.6

Prinsip Pelaksanaan

a.

Sederhana;

Mudah dilaksanakan dan mudah diukur.

Partisipatif;

Melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan
mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
Transparansi;

Mudah diakses masyarakat

Keadilan;

Menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua
masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan
perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Akuntabel;

Hal-hal yang diatur dalam FKP harus dapat dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
Berkelanjutan.

FKP harus terus-menerus dilakukan tan sebagai sarana perbaikan

peningkatan kualitas pelayanan.

Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik adalah

Penyelenggara Layanan, Pengguna Layanan, Media Massa, Organisasi

Masyarakat, Ahli/Praktisi dan Stakeholder pelayanan publik lainnya.







Jangka waktu penyelesaian perbaikan yang harus dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dari hasil keputusan

bersama tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun yaitu tahun 2025.

Tindak lanjut yang dilaksanakan adalah bukti komitmen dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk melakukan
perbaikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat kabupaten

Simalungun.

Tindak lanjut Forum Konsultasi Publik (FKP) harus dilakukan untuk
memastikan efektivitas dan keberlanjutan upaya peningkatan kualitas pelayanan
publik. Tanpa tindak lanjut, hasil Forum Konsuitasi Publik (FKP) hanya akan menjadi
dokumen formal tanpa dampak nyata. Tindak lanjut yang tepat akan mewujudkan

perbaikan pelayanan yang berkelanjutan dan memenuhi harapan masyarakat.




BAB I
REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah didiskusikan dan diputuskan
bersama oleh Penyelenggara Layanan, Pengguna Layanan dan Pemangku
Kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka dapat digambarkan
tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:




Tabel 1. Tindak Lanjut Rekomendasi FKP Tahun 2024

Rencana Tindak Lanjut

Apakah RTL Telah
Ditindaklanjuti
{Sudah/Belum)

Deskripsi Tindak Lanjut
{Mohon Dijabarkan)

Dokumentasi
Kegiatan

Tantangan/
Hambatan

Peningkatan kapasitas SOM

Belum

Kegiatan Pelatihan
kapasitas SDM belum
dapat dilasanakan
dikarenakan adanya
efisiensi anggaran

Tidak ada

Adanya efisiensi
anggaran
mengakibatkan
kegiatan tidak
dapat
dilaksanakan

Sosialisasi kepada Masyarakat
tentang standar pelayanan publik

Sudah

Kegiatan Dukcapil
Menyapa Masyarakat yang
mensosialisasikan Standar
Pelayanan Publik

Ada

Forum Konsuitasi Publik dengan
NMasyarakat dan Pemangku
Kepentingan

Belum

Kegiatan yang
mengundang Masyarakat
dan Pemangku
Kepentingan untuk
melakukan forum diskusi
dalam perbaikan tentang
Standar Pelayanan Publik
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Simalungun

Belum ada

Kegiatan akan
dilaksanakan di
triwulan {1 Tahun
2025

Publikasi secara online maupun
offline tentang persyaratan
pengurusan dokumen
kependudukan

Sudah

Kegiatan berupa publikasi
informasi tentang
persyaratan pengurusan
dokumen kependudukan

Ada

Penambahan
pelayanan

petugas di meja

Sudah

Sudah terdapat 9 Neja
Layanan di Disdukcapil dan
20 titik Layanan Perekaman
dan Pencetakan KTP EL di
Kecamatan

Ada




Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, dari 5 item rencana tindak lanjut
yang sudah diwacanakan untuk dilakukan pada tahun 2025 , ada 1 rencana tindak
lanjut yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran
yaitu Peningkatan kapasitas SDM, dan ada 1 rencana tindak lanjut yang belum dapat
dilaksanakan yaitu Forum Konsuitasi Publik dengan Masyarakat dan Pemangku
Kepentingan karena diwacanakan dilaksanakan pada triwulan [il Tahun 2025 yaitu
pada bulan Juli 2025.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tetap
berkomitmen menindakianjuti usulan rekomendasi perbaikan pelayanan publik yang
disepakati pada tahun 2024. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang

mengakibatkan tidak terlaksananya rencana tindak lanjut tersebut.











































